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ABSTRAK 

Skripsi ini menganalisis tentang kewenangan absolut PTUN dalam mengadili 

gugatan tentang pembatalan sertifikat hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu 

bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan PTUN Nomor 

35/G/2020/PTUN.SBY dan bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap putusan 

PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY tentang pembatalan sertifkat hak pakai di 

kelurahan Pacarkeling. 

Penelitian hukum pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. 

Penelitian ini mengumpulkan berbagai data dengan menggunakan teknik studi 

pustaka. Objek kajian primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-

undangan, sedangkan objek kajian sekunder meliputi penelitian dan pendapat para 

ahli serta teori-teori hukum yang tercantum dalam buku hukum. Bahan-bahan 

tersebut akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis 

serta dikaji secara deduktif sehingga sapat menjadi sebuah penelitian mengenai 

analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY yang ditinjau dari 

wila>yah al-maz{a>lim. 

PTUN mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili sengketa TUN yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II merupakan Pejabat 

TUN yang menjalankan utusan pemerintahan. Rektor Universitar Negeri Surabaya 

mempunyai kualifikasi sebagai subjek Penggugat, karena Pemerintah sering 

bertindak sebagai twee petten yaitu sebagai wakil dari jabatan dan wakil dari badan 

hukum. Oleh karena itu Rektor Universitas Negeri Surabaya memiliki legal 

standing dan mempunyai kepentingan mengajukan gugatan kepada Pengadilan 

Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam kajian fiqh siya>sah terdapat lembaga 

peradilan yang dikenal sebagai wila>yah al-maz{a>lim, yang khusus menangani 

kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam perbuatan kebijakan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa diharapkan peran peradilan TUN 

dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan 

terhadap pihak BPN dapat lebih teliti lagi dalam mengeluarkan sertifikat terutama 

sertifikat hak pakai. Agar tindakan yang seperti itu tidak berpotensi mengakibatkan 

kerugian pada pihak lain dikemudian hari. 
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